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WALIKOTA SORONG 
 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR  12  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 26 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG,                                             
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan di  Kota Sorong, maka 
sektor perdagangan dan jasa merupakan potensi yang 
harus dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), salah satunya adalah Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol; 

  b. bahwa untuk maksud dalam huruf a, maka perlu  
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden 
Nomor  74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol Jo Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 
2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap 
Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian 
dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol, maka Peraturan Daerah 
Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin 
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu ditinjau 
kembali  dan/atau direvisi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan  Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 3209 ); 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3214 ); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3495); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3817);  

8. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 3821); 

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 
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10. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4884);  

11.  Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara  Republik   
Indonesia   Nomor 5233); 
 

12.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5512); 
 

13.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 

Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);   

 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Presiden Nomor  74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;  
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18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M – DAG / 

PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dua kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
06 / M – DAG / PER / 1 / 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / 
M – DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 
Penjualan Minuman Beralkohol; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

(Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2012 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 
dan 

WALIKOTA  SORONG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 26 TAHUN 

2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN 
MINUMAN BERALKOHOL 

 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Sorong  Nomor 26  Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut : 
 
Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

 

No. Jenis Tempat Penjualan Besarnya Tarif (Rp./Tahun) 

1. Hotel Berbintang 1 dan 2 Rp.060.000.000,- 

2. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5 Rp.080.000.000,- 

3. Restoran  Rp.020.000.000,- 

4. Bar/Pub /Diskotik Rp.140.000.000,- 

5. Supermarket Rp.060.000.000,- 

6. Hypermarket Rp.060.000.000,- 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah                     
Kota Sorong.  

 
     Ditetapkan  di Sorong  
     pada tanggal 1- 9 - 2015 

 
WALIKOTA SORONG, 

     CAP/TTD 
    LAMBERTHUS JITMAU 

Diundangkan  di  Sorong 

pada  tanggal  1 - 9 -  2015 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, 
            CAP/TTD 
  WELLY TIGTIGWERIA 

 
 

LEMBARAN  DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 12 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 7/2015 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM 
             CAP/TTD 

 S U K I M A N 
Pembina (IV/a) 

  NIP. 19580510 199203 1 005 
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PENJELASAN  

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
 

NOMOR 12 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 

 NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN 
MINUMAN BERALKOHOL 

 

 

I. UMUM 

 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah 

diberi kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap retribusi 

penjualan minuman beralkohol.  

Dalam melakukan pungutan retribusi dimaksud perlu mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

di wilayah Pemerintah Kota Sorong sesuai Peraturan Presiden Nomor 74 

Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M–DAG/PER/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dua kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M–DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol. 

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong  Nomor 26 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 12 
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WALIKOTA SORONG 
 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR  12  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 26 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

 

PEMERINTAH KOTA SORONG 

TAHUN  2015 

SALINAN 
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